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PENETAPAN
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yla Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
a dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

: no bin Dadang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Fatufuri, RT/R
: 002/005, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,
sebagai Pemohon I;
Astina binti Irsan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Fatufuri,
RT/RW : 002/005, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore,
Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Palu pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor

230/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 19 Februari 2017 Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tondo, Kecamatan
Mantikulore, Kota Palu;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam
Masjid bernama Moh. Taher, dengan wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon Il yang bernama Irsan, saksi nikah masing-masing bernama
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an Dwi Putra, dengan mas kawin/ mahar berupa uang
00 ( seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
an tersebut Pemohon | berstatus perjaka sedangkan

perawan;

hon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan

n éebagaimana layaknya suami istri dansudah dikaruniai 2 orang anak,
masing-masing bernama:

a. Abit Fahim, umur 3 tahun;

b. Nadira Oktavia, umur 10 bulan
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

7. Bahwa karena Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan pernikahan dan
tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon | dan
Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan
pengurusan dokumen lainnya ;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bersedia membayar biaya perkara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai
berikut :Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (Junjung Hartono bin
Dadang) dan Pemohon Il (Astina binti Irsan), yang dilangsungkan pada
tanggal 19 Februari 2017 di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore,
Kota Palu;
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erkara menurut hukum;

asa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Junjung Hartono Nomor
7271011606000003 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah
dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
dan diberi kode P 1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/326/KT-VII/2020 tanggal 7 Agustus
2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tondo, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi
kode P 2;

3. Surat Keterangan Nomor 474.2/398/KT/VI1/2020 tanggal 7 Agustus 2020
yang dikeluarkan oleh Lurah Tondo, bukti tersebut bermeterai cukup, telah
dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
dan diberi kode P 3

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di
muka sidang yang masing-masing adalah:
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Lukman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
sta, bertempat tinggal di Jalan Boya Papitu, Kelurahan
Wantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Moh. Taher,
dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Irsan,

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan
Ahmad Kadir;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar
tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus perawan..;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai dua orang anak dan
hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ...;

2. Ahmad Kadir bin Abdul Kadir, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan fatufuri,
Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para

Pemohon;
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Tlang sejumlah Rp 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar
tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus perawan..;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai dua orang anak dan
hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada
pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini

dapat dilanjutkan pemeriksaannya;
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a alasan pokok para Pemohon mengajukan

karena para Pemohon tidak memiliki buku nikah

cocok dengan aslinya,, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat
permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu,
oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 3 berupa Surat Keterangan Nikah
yang menerangkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada
tanggal 19 Februari 2017 di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota
Palu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi,
dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan
keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara
berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para
saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara
materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang
hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan
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Aukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan

a berdasarkan keterangan para Pemohon yang
flhasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah
35, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai

| dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
Islam pada tanggal 19 Februari 2017 di Kelurahan Tondo,

va yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Moh. Taher, dengan
wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Irsan,

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah masing-masing bernama
Ahmad Kadir dan Isran Dwi Putra,,,dengan mas kawin/mahar berupa uang
sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;dan
seperangkat alat shalat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga atau
sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai dua orang anak dan
hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam
- Bahwa itshat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
buku nikah;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah
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lohon | dengan Pemohon II;

b oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam
a sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
: Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair

dang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Junjung Hartono bin
Dadang) dengan Pemohon Il (Astina binti Irsan) yang dilaksanakan pada
tanggal 19 Febuari 2017 di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota
Palu;..

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10
November 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1422
Hijriah oleh Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan
Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj.
Mannaria, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para
Pemohon.
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akim

fa. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Mannaria, S.HI

ian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp  106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).
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